Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang menyatakan Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 145;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5256);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/
Sjjunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5948);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standa}r
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);



33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

34. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 23);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan
Dana Operasional,

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2018 Nomor 611);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentar}g
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
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Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota
Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005
Nomor 2 Seri E. 1);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri
E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan
Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan
Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 );

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada
Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada
Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 58);
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Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 74);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kota Sawahlunto Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 76);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto
Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 77);
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Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 68) ;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas
Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas
Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 650.362.725.035,00
2. Belanja Daerah Rp. 688.547.692.470,23
Surplus / ( Defisit ) (Rp. 38.184.967.435,23)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 41.372.536.101,89
b. Pengeluaran Rp. 3.187.568.666,66
Pembiayaan Netto Rp. 38.184.967.435,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. 0,00
Pasal 2

(1)

(2)

(3)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 56.239.648.715,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 510.897.092.320,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah sejumlah Rp. 83.225.984.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.532.837.400,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.974.749.324,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 10.070.154.996,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah sejumlah Rp 36.661.906.995,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 28.734.491.320,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah ~ Rp. 387.070.806.000,00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 95.091.795.000,00



(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 8.631.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp. 24.156.614.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp. 22.193.148.000,00
d. Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 34.000.000,00
e. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. 28.211.222.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 325.311.670.985,23
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 363.236.021.485,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 243.109.136.225,23
b. Belanja Bunga sejumlah Rp.  1.500.000.000,00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.086.485.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.596.500.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa sejumlah Rp. 950.758.800,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 70.318.790.960,00
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 244.546.479.850,00

b. Belanja Modal sejumlah Rp. 118.689.541.635,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 41.372.536.101,89
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.187.568.666,66
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penggunaan SILPA Rp. 28.676.647.066,54
b. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Rp. 12.695.889.035,35
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Rp.  2.020.902.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.166.666.666,66



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimgna
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

L
2

3.

Lol e 8

11.

12.
13.
14.
15.

(2)
(3)

(4)

()

Lampiran |
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV

: Ringkasan APBD;
: Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi Perangkat Daerah.

: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Perangkat Daerah , Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan
Kegiatan;

: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
: Daftar Piutang Daerah;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lain-Lain,;

: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Inij;

: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

: Daftar Singkronisasi Dengan Prioritas Nasional;
: Daftar Singkronisasi Dengan Prioritas Provinsi;

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. memanfaatkan uang kertas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.



Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar se.tigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 D¢sember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : ( 10/170/2.018 )



Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 10 TAHUN 2018
Tanggal : 28 DESEMBER 2018
Tentang :ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN APBD
{ \ TAHUN ANGGARAN 2019
[ T
1 URAIAN JUMLAH
% 1 N ‘777277777777 3
1 PENDAPATAN 650.362.725.035,00 |
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.239.648.715,00
5 P Pendapatan Pajak Daerah 5.532.837.400,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 3.974.749.324,00
1:13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.070.154.996,00
L.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 36.661.906.995,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 510.897.092.320,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 28.734.491.320,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 387.070.806.000,00 |
1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 95.091.795.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 83.225.984.000,00
131 Pendapatan Hibah 8.631.000.000,00
1:.3:83 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 24.156.614.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 22.193.148.000,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya 34.000.000,00
1087 Dana Alokasi Desa 28.211.222.000,00
2 BELANJA 688.547.692.470,23
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 325.311.670.985,23
2.1 Belanja Pegawai 243.109.136.225,23
2,1,2 Belanja Bunga 1.500.000.000,00
2:1.,4 Belanja Hibah 5.086.485.000,00
215 Belanja Bantuan Sosial 3.596.500.000,00
2:1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 950.758.800,00
2a1 o Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 70.318.790.960,00
Desa ‘
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 750.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 363.236.021.485,00
2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.546.479.850,00
2 o 2 Belanja Modal 118.689.541.635,00
SURPLUS / (DEFISIT) (38.184.967.435,23)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 41.372.536.101,89
3.1.1 Penggunaan SiLPA 28.676.647.066,54
3.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 12.695.889.035,35
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.187.568.666,66
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.020.902.000,00
3.2:3 Pembayaran Pokok Utang 1.166.666.666,66
PEMBIAYAAN NETTO 38.184.967.435,23
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Sawahlunto, 28 Desember 201
WALIKOTA SAWAHLUNTO
}A_j) DERTASTA
RINGKASAN APBD Halaman 2




